BAB Il
PELAKSANAAN KERJA MAGANG

3.1 Kedudukan dan Koordinasi
Praktek kerja magang dilaksanakan di PT Wahyu Abadi pada bagian

Accounting and Finance sebagai accounting staff. PT Wahyu Abadi berdomisili di
Kawasan Industri Silicon 1, Jalan Angsana Raya Blok L1-17, Lippo Cikarang,
Sukaresi, Bekasi, Jawa Barat. Selama kerja magang berlangsung berada dalam
pengawasan Ibu Desan selaku accounting and finance manager dan Bapak Yon
Haryono sebagai pembimbing lapangan selama kerja magang berlangsung.
Kerjasama dan komunikasi yang baik antar seluruh pegawai PT Wahyu Abadi
membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan selama kerja magang

ini.
3.2 Tugas yang Dilakukan
Tugas-tugas yang dilakukan selama kerja magang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Rekap SPT Masa PPh Pasal 23 dari E-Bupot

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk
usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan
kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini dibayarkan ataupun
terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara

kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
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Tujuan melakukan rekap SPT PPh Pasal 23 ini adalah untuk dokumentasi dan
mempermudah perusahaan mempersiapkan data-data jika sewaktu-waktu terjadi
pemeriksaan. Dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan rekap SPT Masa PPh
Pasal 23 adalah SPT Masa PPh Pasal 23, bukti potong PPh pasal 23, Bukti
Pembayaran, dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), lalu di-input ke dalam
Microsoft Excel. Langkah-langkah dalam membuat rekapan PPh Pasal 23 sebagai

berikut:

1. Mendapat softcopy format rekapan PPh Pasal 23, softcopy rekapan bukti potong
PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 23, Bukti Potong PPh Pasal 23, Bukti

Penerimaan Elektronik dan Bukti Pembayaran.

2. Membuka website www.ebupotpajak.go.id kemudian melakukan login dengan

NPWP dan Password perusahaan.

3. Klik “Bukti Pemotongan” yang terdapat di atas halaman utama website tersebut,

kemudian pilih “Pasal 23" dan klik “daftar bukti potong”.

4. Pertama, merekap data bukti potong yang terdiri beberapa kolom yaitu, masa
SPT, NPWP, nama, nomor bukti potong, tanggal bukti potong, nilai objek
pajak (DPP), PPh yang dipotong, kode pajak, kode objek pajak, dan nomor
dokumen ke dalam Microsoft Excel. Dokumen yang digunakan adalah daftar

bukti potong.

5. Selanjutnya merekap dan mengisi kolom Masa Pajak, DPP Deviden, PPh 23

Deviden, DPP Bunga, PPh 23 Bunga, DPP Sewa dan Penghasilan Lain, PPh
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23 Sewa dan Penghasilan Lain, DPP Jasa, PPh 23 Jasa, DPP dan PPh 23 yang
telah dijumlahkan masing-masing, Jumlah Pembayaran, Kode Pajak, Tanggal
Pembayaran, Nomor NTPN, Tanggal lapor, dan Nomor bukti penerimaan.
Data” tersebut terdapat dalam file “Perekaman Bukti Penyetoran dan file
Dashboard” yang berisi data bukti penerimaan elektronik, Bukti Pembayaran,

dan SPT induk PPh 23.

6. Menyimpan dan menyerahkan hasil rekapan PPh 23 yang telah dibuat kepada

pemimbing lapangan untuk diperiksa kembali.

2. Meng-input Bukti Potong PPh Pasal 23 Kedalam E-Bupot

PPh Pasal 23 tidak terlepas dari bukti pemotongan, dan bukti potong sangat
dibutuhkan sebagai tanda bahwa pemotong maupun pihak yang dipotong pajak
penghasilannya telah memenuhi kewajiban pajaknya dengan melampirkan bukti
potong yang sah, dan bukti potong berfungsi untuk memenuhi syarat saat
menyampaikan SPT Tahunan PPh. Tujuan dilakukan input bukti potong PPh 23
adalah untuk mengontrol apakah hutang PPh 23 sudah dilaporkan atau belum, dan
bertujuan agar data tersimpan dalam website E-Bupot. Dokumen yang dibutuhkan
adalah General Ledger atau rekapan data yang telah dibuat oleh perusahaan, dan
daftar keterangan perusahaan vendor/customer. Kemudian diinput ke dalam E-

Bupot. Langkah-langkah dalam menginput bukti potong PPh 23 sebagai berikut:

1. Menerima file General Ledger atau rekapan data yang telah dibuat perusahaan

dan daftar keterangan vendor dari pembimbing lapangan.

40



2. Membuka website www.ebupotpajak.go.id kemudian melakukan login dengan

NPWP dan Password perusahaan.
3. Klik “Bukti Pemotongan” yang terdapat di atas halaman utama website tersebut
4. Kemudian pilih “Pasal 23” dan “Input Bukti Potong 23”

5. Selanjutnya mengisi data-data yang diperlukan untuk meng-input bukti potong
baru. Dalam mengisi data-data bukti potong terbagi menjadi beberapa bagian,
pertama adalah kolom mengenai identitas wajib pajak yang dipotong (yang
berisikan tahun pajak, masa pajak, identitas dapat berupa NIK atau NPWP,
Nama Wajib Pajak, alamat) dan data tersebut dapat didapat dari daftar
keterangan vendor. Kedua adalah dasar pemotongan (yang berisikan nama
dokumen, nomor dokumen dan tanggal dokumen), ketiga adalah pajak
penghasilan yang dipotong (yang berisikan kode objek pajak, jumlah
penghasilan bruto, tarif, PPh yang dipotong), dan terakhir yaitu identitas
pemotong pajak (yang berisikan NPWP pemotong pajak, nama pemotong pajak,
dan kolom nama dan jabatan orang yang bertandatangan atas data-data yang
diisi).

6. Klik tanda “V  untuk menyetujui bahwa data yang di-input sudah benar, jelas
dan lengkap. Kemudian “simpan” agar data data yang telah diisi dapat
tersimpan, dan secara langsung bukti potong yang telah di-input akan muncul

dalam daftar bukti potong PPh pasal 23 di E-Bupot.
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3. Melakukan Rekap SPT Masa PPh Pasal 21

PPh Masa Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, dan pembayaran lain yang
diterima oleh pegawai atau orang pribadi. Tujuan melakukan rekap SPT Masa PPh
Pasal 21 untuk mengecek kesesuaian antara jumlah PPh 21 yang dipotong dengan
yang dibayarkan. Dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan rekap SPT Masa
PPh Pasal 21 adalah SPT Masa PPh 21 milik perusahaan yang telah dibuat, Bukti
Pembayaran dan Bukti Penerimaan Elektronik. Kemudian di-input kedalam
Microsoft Excel. Langkah-langkah yang dilakukan untuk merekap PPh 21 adalah

sebagai berikut:

1 Memperoleh dokumen berupa softcopy SPT Masa PPh 21, Bukti Penerimaan
Elektronik, Bukti Pembayaran, dan format tabel untuk merekap PPh 21. Dalam
format rekapan PPh 21 terdapat tabel yang terdiri dari kolom Masa Pajak, Objek
Pajak yang berisikan (DPP Pegawai tetap, PPh 21 Pegawai tetap, DPP Pegawai
tidak tetap, PPh 21 Pegawai tidak tetap, DPP Komisaris, PPh 21 Komisaris, DPP
Bukan Pegawai, PPh 21 Bukan Pegawai), Objek Pajak Final yang berisikan
(DPP pesangon, dan PPh 21 Pesangon), Total dari DPP dan PPh 21, PPh 21 yang
dibayarkan, Kode pajak, Tanggal Pembayaran, Nomor NTPN, Tanggal

Pelaporan dan Nomor Bukti Penerimaan.
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2 Mengisi sesuai dengan tabel format rekapan yang diberikan berdasarkan data
yang berasal dari dokumen-dokumen yang telah diberikan (SPT PPh 21, Bukti

Penerimaan Elektronik, dan Bukti Pembayaran).

3. Menyimpan dan menyerahkan hasil rekapan PPh 21 yang telah dibuat kepada

pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali.

4. Melakukan Rekap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Masa Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak
badan maupun orang pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang diperoleh dan
pemotonganya bersifat final. Tujuan melakukan rekap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat
(2) untuk memverifikasi jumlah PPh yang berada di bukti potong dengan jumlah
yang terdapat dalam SPT PPh 4 ayat (2) jumlahnya sama. Dokumen yang
dibutuhkan dalam melakukan rekap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) adalah SPT
Masa PPh Pasal 4 ayat (2) milik perusahaan, Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2),
Bukti Pembayaran, dan Bukti Penerimaan Elektronik. Kemudian diinput ke dalam
Microsoft Excel. Langkah-langkah yang dilakukan untuk merekap PPh Pasal 4 ayat

(2) adalah sebagai berikut:

1 Memperoleh dokumen berupa SPT Pasal 4 ayat (2) milik perusahaan beserta
dengan Bukti Penerimaan Elektronik, Bukti Pembayaran, Bukti Potong,
softcopy format tabel rekapan bukti potong PPh 4 ayat (2) dan softcopy format

tabel rekapan PPh Pasal 4 ayat (2).
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2 Pertama merekap bukti potong PPh 4 ayat (2) dengan mengisi format tabel
rekapan bukti potong PPh 4 ayat (2) yang telah diberikan. Untuk mengisi tabel

tersebut dokumen yang dibutuhkan adalah daftar bukti potong PPh 4 ayat (2).

3. Mengisi format tabel rekapan pajak tersebut berdasarkan dokumen yang telah
diberikan (SPT PPh 4 ayat (2), Bukti Penerimaan Elektronik, dan Bukti

Pembayaran)

4. Menyimpan dan menyerahkan hasil rekapan PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah

dibuat kepada Pembimbing Lapangan untuk diperiksa kembali.

5 Menjurnal dan Memberikan Kode Akun dalam Nota Bukti Pengeluaran

Kas

Menjurnal dan memberikan kode akun merupakan kegiatan yang penting untuk
mengklasifikasikan jenis transaksi agar dapat di periksa dengan mudah dan sesuai
dengan kategori yang diinginkan perusahaan. Tujuan dilakukannya jurnal dan
pemberian kode akun adalah untuk mengetahui suatu jenis transaksi termasuk ke
dalam akun yang mana, sehingga meminimalisir kesalahan penempatan atau
pengelompokan jenis transaksi tersebut. Dokumen yang dibutuhkan untuk
melakukan jurnal dan pemberian kode akun adalah Voucher pengeluaran atau nota
pengeluaran kas dan bukti pembelian. Langkah-langkah untuk menjurnal dan

memberikan kode akun adalah sebagai berikut:

1. Menerima voucher pengeluaran dari purchasing department

2. Melakukan pengecekan terhadap jumlah yang tertera dalam voucher
pengeluaran dengan bukti-bukti pembelian apakah nilainya sudah sesuai atau

tidak
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3. Setelah melakukan pengecekan dan perhitungan kembali, dilakukannya

pemberian kode akun dan jurnal nama akun sesuai dengan jenis transaksi yang

dilakukan.

4. Setelah memberikan jurnal dan kode akun, kemudian dokumen tersebut di

2.

berikan kepada pembimbing lapangan untuk ditandatangan.

Merekap Pertanggungjawaban Uang Muka Vendor PT S

Pertanggungjawaban uang muka dilakukan oleh pemegang uang muka dengan
menyusun laporan pertanggungjawaban uang muka. Tujuan dilakukannya
rekap pertanggungjawaban uang muka adalah untuk mengetahui dan
menghitung perbandingan antara jumlah dana/uang muka yang dibayarkan
dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelian tersebut.
Apakah jumlah uang muka dan biaya yang dikeluarkan sama, uang muka yang
dibayarkan jumlahnya lebih kecil dari biaya yang seharusnya (kurang bayar),
atau uang muka yang dibayarkan jumlahnya lebih besar dari biaya yang
seharusnya (lebih bayar). Dokumen yang dibutuhkan untuk merekap adalah
kwitansi-kwitansi pertanggungjawaban bon sementara atas uang muka.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk merekap pertanggungjawaban uang

muka adalah:

Menerima dokumen vyaitu, Kuitansi-kuitansi bon pertanggungjawaban

sementara, dan softcopy format rekapan pertanggungjawaban uang muka.

Dalam softcopy format rekapan terdapat kolom (No.Purchase Order, Nominal
uang muka yang dibayarkan, No.invoice, Jumlah Pertanggungjawaban Uang

Muka (PJUM), Tanggal, dan Keterangan). Kolom-kolom tersebut diisi
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3.

3.3

berdasarkan dokumen kuitansi-kuitansi pertanggungjawaban bon sementara

atas uang muka.

Setelah melakukan rekap pertanggungjawaban uang muka, hasil rekapan

kemudian diberikan kepada pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali.

Uraian Pelaksanaan Kerja Magang

3.3.1 Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan kerja magang berlangsung dari tanggal 1 Juli 2020
hingga tanggal 2 September 2020. Rincian tugas yang dilakukan adalah

sebagai berikut:
1. Melakukan Rekap SPT Masa PPh Pasal 23 dari E-Bupot

Rekapan PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi dilakukan untuk periode Juli-
Desember tahun 2018, periode Januari- Desember tahun 2019, dan periode
Januari- Agustus tahun 2020. Tidak hanya merekap SPT PPh Pasal 23,
melainkan juga melakukan rekap bukti potong PPh Pasal 23. Pada periode
tahun 2018 merekap sebanyak 512 bukti potong, periode tahun 2019
merekap sebanyak 282 bukti potong, dan periode tahun 2020 sebanyak 208
bukti potong. Langkah-langkah dalam merekap PPh Pasal 23 dan bukti

potong PPh Pasal 23 dari website E-Bupot adalah sebagai berikut:

1 Sebelum merekap bukti potong PPh Pasal 23, Pembimbing Lapangan
telah memberikan softcopy format rekapan bukti potong PPh Pasal 23.
Gambar berikut merupakan contoh format rekapan bukti potong PPh

Pasal 23.
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Gambar 3.1

Format Rekapan Bukti Potong PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi

BUKTI PEMOTONGAN
MASA|NO.| NPWP | NAMAPT | NOMOR |TANGGAL| NILAI OBJEK PAJAK (Rp] | PPH YANG DIPOTONG (Rp) | KODE PAJAK| KODE OBJEK PAJAK | NOMOR DOKUMEN

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Gambar 3.1 merupakan contoh format rekapan bukti potong PPh Pasal
23 PT Wahyu Abadi. Terdapat beberapa kolom yang harus diisi yaitu,
kolom Masa SPT, Nomor, NPWP, Nama Perusahaan, Nomor Bukti
Potong, Tanggal Bukti Potong, Nilai Objek Pajak, PPh Yang Dipotong,
Kode Pajak, Kode Objek Pajak, Nomor Dokumen. Selanjutnya mengisi
kolom- kolom tersebut berdasarkan informasi yang terdapat didalam

website E-Bupot.

2 Membuka website www.ebupotpajak.go.id kemudian login dengan

menggunakan NPWP dan Password perusahaan.
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Gambar 3.2

Tampilan Login kedalam Website E-Bupot

Informasi Publik ¥ Internasional ¥

Cdip o | o | e L | e | o [

Login

00.000.000.0-000.000

Login

Lupa Kata Sandi ? I
Belum Registrasi ?

(Sumber: www.ebupotpajak.go.id)

3. Setelah masuk ke dalam website E-Bupot milik perusahaan, kemudian pilih
“Bukti Pemotongan” — “Pasal 23” — “Daftar Bukti Potong 23” untuk

mendapatkan informasi data terkait dengan bukti potong PPh 23.
Gambar 3.3

Cara Membuka Daftar Bukti Potong

p.)‘?mo_nline

g PEn

E Dattar BP 23

E-Bukti Potong

X tngue &

Jeskiipal Form Form nl menampiue dets
3T yang telah  diwbmbididem) secens
poktronk ko Sistem DX Fom i jupa
yeOyajihan data bukll patong yang diapadkan
Sengen SPT Messbut

Pembetulan
Pajak Ko status Tang
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(Sumber: Website E-Bupot)

Setelah pilih “Daftar Bukti Potong” seperti yang dicontohkan dalam

(Gambar 3.2), maka akan muncul Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23.
Gambar 3.4

Contoh Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23

BUKTI PEMOTONGAN FORM 1724 - I
@ PPh PASAL 23 T B
arrhes e D ens Taredneg .
J— Corvent 4o e Kares Petmsrar Pwes
H.1 NOMOR | 3300000022 |
OEXTORAT ENDERA PANK H2DPembetulanKo- &JDPenwum
AL IDENTITAS WAJIB FALMARC QUDDIONSS
Al NPWP e ]
A2 NIK
A3 Nama - MAXINDO NETWORK
A - 4 MARINA KAYA I BUKIT GOLF MEDITERANIA PIK
Kelueahan/Desa  © KAMAL MUARA PENJARNGAN
KotaKabupaten - KOTA ADM, _JAKARTA ___ Provinsi - DKI JAKARTA Kode Pos
A5 No. Telepon
B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG

8.7 Dokumen Red Narma D [r———
Normoe Dokmen | BPUCMB 1720011014 Tanggal |10-01-
Bagpuzsmmammmwmymwu
Surat gan Bebas({SK8). Nomer Tanggel
B9 PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pe DTP)

SSP atas PPh DTP tersebast telsh diterbitian desgan NTPN
C_IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP . 013171145007000
€2 Nama Wajid Pajak : WAHYU ABADI
C3 Tanggal . 20-02-2020

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Gambar 3.4 merupakan contoh daftar bukti potong yang telah diinput ke
dalam E-Bupot. Pada Gambar 3.4 terdapat beberapa informasi yang digunakan
untuk mengisi kolom pada format rekapan bukti potong PPh Pasal 23 yaitu, Masa
SPT vyaitu masa “Januari’, NPWP yang terdapat dalam kotak berwarna hitam,

Nama Perusahaan dalam kotak berwarna kuning yaitu “Maxindo Network”, Nomor
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Bukti Potong terdapat dalam kotak berwarna hijau yaitu “330000022”, Tanggal
Bukti Potong terdapat dalam kotak berwarna pink yaitu tanggal “10/01/2020”, Nilai
Objek Pajak terdapat dalam kotak berwarna ungu yaitu sebesar “6.500.000”, PPh
Yang Dipotong dalam kotak berwarna cokelat sebesar “130.000”, Kode Objek
Pajak dalam kotak berwarna biru muda yaitu “24-104-26" dan Nomor Dokumen
dalam kotak berwarna biru tua yang terdapat pada kolom B.7 “Dokumen referensi”.
Dalam kolom Kode Pajak diisi dengan angka “411124/104” angka tersebut sesuai
dengan kode perusahaan dan diikuti dengan kode objek pajak Setelah mendapatkan
data-data tersebut, selanjutnya melakukan rekap ke dalam Microsoft Excel. Hasil
akhir dari contoh pengisian rekapan bukti potong PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi

untuk masa Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Gabar 3.5

Hasil Akhir Pengisian Rekapan Bukti Potong PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi

Masa Januari 2020

BT PEMOTONGAN

nAvA NOMOR | TANGGAL | NILAI ORSX PAIAX (R3] | PP YANG OSOTONG [Rp) | KOO PAIAK | KOOE ORITK PAIAK | NOMICR DORUMEN
WANANA CIPTA GEMILANS 3300000026] 170472020 62.500.000 126,000 [411124/20¢ [34-30881 BPUMBAL/2051108-23
TRUATAWIC 170172020/ 1330000 76400 [431324/304 |24-30628 BUCNR1/2001371303
[SUN STAR PRIMA NCTOR 3300000024 17/01/2020| 86 250 17329 811124304 2420428 CP/x891-CM82/2001270305
b wacasIun T aacesoaa 1201 0000 acaetas1saanion s Sdiscestos o0t
scnoo nerwone |:m haso/2020) ucnuuoi mmaonl:ums
ANLEUSA A VTR " LU0 T 41102473045 ol
JCESTRIET INDONESIA 13000000201 10/02/2020) 7370000 147,400 [431134/304 |24-204-34 BPUTNEL 20013018
a0 2300000018] 31,/01/2020 2985000 155.400 (4111247304 [24-30830 BPLCMNBL/20013103
IANTTRAMULT] SARANA 3300000018 10/01/2020| 95 350000 1909000 |4111024/304 |24-20456 PO 20015016
INTER MOTOR SPORT 3300000017 | 32/04/2020) ss636 111273 [41143¢/204 (3630430 B2yCBL/20013108
MRCELIERG INDONTIA 1R300 9350000 1185000 [411324/204 [24-3043% 3001310341
BLOBAL AN NSTRUMINTAS | 3300000018 03/02/2020 300000 6000 (2112241308 3430828 PR3 PURCH 20010901 53
FEDEX DXPRESS INTERNATIONAL 3300000014 10/01/2020 15236633 324732 [4113347304 |24-30490 BPINBL/2001 1009403
108 INDONUSA 3300000033 310172030 7.000000 142,000 4312247304 |24-308.38 yMeAL 20013102 83

3300000012 | 21/01/2020) 13.155.000 527.800 [411124/304 2430454 BP1MBAL 2001310202
CAZAPRILA 3300000011 | 24/02,/2020) 10832720 2106958 (431124308 [24-204-54 BPMBAL20012403-22
CALTESTS INCONESIA 33000000301 07/04/2020) 1375.000 27.500 |411124/304 [24-30428 CPMB91 40843/ 20010703.05
CAMAZA RARL MOULIA 3300000009 33/01/2020| 93300000 1963000 [431124/304 |24-20454 BPUMBAL 2001330230
EPOTICA SEMESTA 3300000008 10/01/2020 1369.436 23389 [21124/304 2490656 BPVINB1/20013010
[BANOC MEDUTALA 1300000007 34/04/2030 5300000 100000 [411134/304 |34-30425 WTME1/20013403
AN RATA 3300000006 31/01/2020) 29584660 591683 (4112241304 |24-20656 B\ X08L/20013102.01
3300000008 | 71/01,/3020| 30 000 000 000000 |431824/302 |24-30201 7R0013 0
BLANA CITRA ABADY 3300000004 10/01/2020) 750000 35,000 |a1112¢/300 2630002 BrytIE1 /20013013
BUANA OTRA ABADS 100172020 750,000 15,000 |411324/300 (2430002 BPUMBAL/2001 500336
TUNZS PUNDISUMI 17052020 15539677 S10.793 (4113241204 |24-30402 BPUCMBL 2001170302
PATASAR: MEMAA 3300000001 17/08/2020| {E‘ 411124/104 [24-304.36 [peytvenaoe 170301
226711 16422150

(Sumber: Dokumen Perusahaan)
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Pada Gambar 3.5, Seluruh kolom untuk masa Januari tahun 2020 telah terisi
dengan informasi-informasi yang diperoleh dari Bukti Potong PPh pasal 23
dalam website E-Bupot. Setelah merekap bukti potong masing-masing masa
pajak, pada kolom total yang berada pada Gambar 3.5 ini berisikan total nilai
objek pajak atau DPP PPh 23 yang terutang dan total nilai PPh 23 yang akan
dipotong. dan nilai tersebut harus sesuai dengan jumlah yang disetor nantinya.
Pengisian serupa juga dilakukan untuk Masa dan Periode Tahun Pajak 2018,

dan 20109.

4. Setelah merekap bukti potong PPh Pasal 23, yang dilakukan berikutnya adalah
merekap PPh Pasal 23. Berikut adalah Gambar format rekapan PPh Pasal 23

PT Wahyu Abadi.

Gambar 3.6

Format Rekapan PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi

DEVIDEN BUNGA ROYALTI | SEWA & PENGHASILAN LAIN JASA TOTAL

BRUTO |PPH| BRUTO [PPH|BRUTO|PPH BRUTO PPH BRUTO | PPH|BRUTO| PPH | JUMLAH BAYAR | KODE PAJAK | TANGGAL BAYAR | NO. NTPN [ TANGGAL TERIMA | NOMOR BUKTI TERIMA

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Gambar 3.6 merupakan contoh format rekapan PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi.
Dalam format tersebut terdapat beberapa kolom yang harus diisi, yaitu Masa
SPT, DPP masing-masing jenis pajak yang akan dipotong (Deviden, Bunga,
Royalti, Sewa dan Penghasilan lain, dan Jasa), PPh terutang masing-masing jenis

pajak yang akan dipotong, Total DPP dari setiap jenis pajak, Total PPh yang
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terutang, Jumlah yang dibayarkan, Kode Pajak, Tanggal Pembayaran, No.

NTPN, Tanggal Penerimaan, dan Nomor Bukti Penerimaan.

. Klik File “Dashboard” pada kiri atas halaman website, kemudian terdapat daftar

SPT yang telah terkirim. Agar memudahkan untuk pencarian maka dapat dicari

berdasarkan periode tahun pajak dan masa pajak yang diinginkan. Contoh:

“Tahun = 2020, Masa Pajak = 1”. Untuk mengisi kolom DPP dan PPh yang

terutang masing-masing jenis pajak, dilihat dari SPT induk PPh Pasal 23. Berikut

adalah Gambar SPT induk PPh Pasal 23 Masa Januari 2020 PT Wahyu Abadi.

Gambar 3.7

SPT Induk PPh 23 Masa Januari 2020 PT Wahyu Abadi

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA FORMULIR 172
@ PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAL PASAL 26 INDUN
K UANGAN /1 Fommul in Sgrahan wtch malapontan pemasongsn arma barcode
DREXTORAT JENDERAL PAJAK Pajoh Perghastan Pasal 73 davatay Pacs 30
PRI Bacaian penri b porgan sebenm mergn ormuds vy AR LERIEAR 577 TERMASL
[ET7) - ZIeIz]e w2 [K] sPTNoms H3 [] pembetsanke _ wa llmwmml —0_Hs
A DENTITAS PENMOTONG PAJAK
A1 NPWP B o e e e e e e B e e e e e 1)
A2 NAMA WAHYU ABADI
A3 ALAMAT : KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG JL PULO AYANG RAYA. JATINEGARA, CAKUNG, KOTA ADM.
A4 NO. TELEPON 0214810072 ASEMAIL - MMWUIM(Q.”
8. 08JEX PAAN
' Joevoen 3450051
A C ] 2000000
» | novan Rl 0,004 0
§ | AR PENGRARGARN SONS DAN LARTA 3410031 a o
S| SEWA DN PERCIHASIAN LAY SERLERNGAN SENGAN PERGOUNAAN HANTA 2410002
.
= e T 2,000 000.0! 124
M LASA MANA SN 24tz 15'5” 877.00 310 763 ¢
e JARA KOWRLA LA ) 0.00 0
Wt LASA LAY SELAR JASA YAMG TELAN DIFOTONG PP PASAL 11
1| A AN AN § 2.0 8 574.926.761.001 14 422 132 000
0| UMM P PASAL 2 YANG KLIANG DU TOR B TILAR DIURANG 9% PASAL 33 XTANGELIG PEMERN LS (TP 14422 1
B[ UM I PASAL 23 YANG KLMANG DYSE T O SErUBLINGAN DENGAN PENAMEARAN AN PEMSETLLAN SLI T PEVOTONGAN 1 0,

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Gambar 3.7 merupakan contoh SPT Induk PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi masa

Januari 2020. Dari SPT tersebut dapat mengisi kolom nilai DPP dan PPh yang
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terutang untuk masing-masing jenis pajak PPh Pasal 23. Sebagai contoh, pada
kolom yang dikotak merah merupakan nilai DPP dari jenis pajak PPh Pasal 23
yang bersumber dari bunga yaitu sebesar “20.000.000”, dan merupakan nilai
PPh yang terutang sebesar “3.000.000” dari jenis pajak PPh Pasal 23 yang
bersumber dari bunga. Kemudian dalam kotak berwarna ungu merupakan nilai
dari DPP dan PPh yang terutang yang bersumber dari Sewa dan Penghasilan lain
sebesar “1.500.000” dan “30.000”. Pada kotak berwarna hitam merupakan nilai
DPP dan PPh terutang dari semua jenis jasa. Dan dalam kotak berwarna kuning
merupakan total dari semua DPP “574.926.761” dan PPh yang terutang Pasal 23
sebesar “14.422.132”. Nilai total DPP dan PPh yang terutang dalam SPT induk
harus sama besar dengan total nilai DPP dan PPh yang terutang dari hasil
rekapan bukti potong yang sebelumnya sudah terekap, karena jika nilai DPP dan
PPh yang terutang jumlahnya sama, antara yang terdapat dalam SPT Induk dan

Bukti Pemotongan, maka PPh yang terutang jumlahnya benar.

Gambar 3.8

Hasil Sebagian Rekapan PPh 23 Masa Januari 2020

DEVIDEN | BUNGA ROYALTI SEWA & PENGHASILAN LAIN JASA TOTAL |
Masa | BRUTO e 1 _paura 1 pou | seuto [ eew SRUTO PPH BRUTO PPH aeutn T oen
I 20.000.000 | 3.000.000 20.000.000 | 3.000.000
JANUAR : 1,500.000 30.000 l 1.500.000 30,000
I§-53 426.761 | 11.392.132 553.426.761 | 11.392.132
| §

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Gambar 3.8 merupakan hasil sebagian rekapan PPh 23 Masa Januari 2020.
Nilai kolom-kolom tersebut diisi berdasarkan data dari SPT induk PPh Pasal

23. Hasil rekapan tersebut belum selesai secara keseluruhan, karena masih
terdapat kolom Jumlah Bayar, Kode Pajak, Tanggal Pembayaran, No. NTPN,

Tanggal Penerimaan dan Bukti Nomor Penerimaan.
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6.

Untuk mengisi kolom Jumlah Bayar, Kode Pajak, Tanggal Pembayaran, No.

NTPN dimulai dengan klik File “SPT Masa PPh” >> “Perekaman Bukti
Penyetoran” dan cari kata kunci berdasarkan Tahun Pajak dan Masa Pajak yang
diinginkan. Contoh: 2020- 1 (untuk mencari data terkait Masa SPT yang
diinginkan). Gambar berikut merupakan Gambar Bukti Penyetoran/

Pembayaran.

Gambar 3.9

Bukti Penyetoran/ Pembayaran

Jenis Jumiah Tanggal
Jenis Pajak Setoran Tahun Masa (Rp) Setor Aks)

$11124-PPh Pasal 100-Masa 2020 0101 30.000

Ph Pasal 102-Bunga Falrs o1 3.000.000

066

411124-PPh Pasal 104-Jasa 202 101 1asa132 7-02-2020

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Dalam Gambar 3.9 terdapat 3 (tiga) jenis setoran pajak yang berbeda, dan
masing-masing memiliki No. NTPN, dan kode pajak yang berbeda. Contoh:
untuk jenis setoran bunga memiliki kode pajak “102” dan No.NTPN
“14B00741GTKFCRMI” berbeda dengan jenis setoran untuk jasa Yyang
memiliki kode pajak “104” dan No.NTPN “SDE1000LI91F5EDS. Pada kotak
berwarna ungu merupakan data untuk mengisi kolom jumlah PPh Pasal 23 yang

dibayarkan atau disetor yaitu sebesar “Rp.30.000” untuk jenis setoran masa,
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“Rp.3.000.000” untuk jenis setoran bunga, dan “Rp.11.392.132” untuk jenis
setoran jasa, dan kotak yang berwarna kuning merupakan data untuk mengisi
tanggal setor/pembayaran yaitu tanggal “07/02/2020”. Jumlah PPh 23 yang
disetor sebesar Rp.14.422.132 dan jumlahnya sama dengan besarnya PPh yang
dipotong atau terutang dalam rekapan Bukti Potong, maka dapat disimpulkan

bahwa perhitungan untuk PPh Pasal 23 sudah dilakukan dengan benar.

7. Untuk mengisi kolom tanggal pelaporan, dan nomor bukti penerimaan,
membutuhkan dokumen Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Untuk membuka
file tersebut langkah yang dilakukan adalah klik “Dashboard” pada Kiri atas
website >> pilih BPE sesuai dengan masa yang diinginkan. Berikut merupakan
gambar Bukti Penerimaan Elektrnonik masa Januari 2020 utnuk SPT PPh Pasal

23 PT Wahyu Abadi.

Gambar 3.10

Bukti Penerimaan Elektronik Masa Januari 2020 SPT PPh 23 PT Wahyu

Abadi
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMAS! DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
email : pengaduani@pajak.go.id ; informasi@pajak go.id
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIKY: 04145207105201205016

NPWP QRGC

Nama

Jenis Pajak
Pembetulan Ke-
Tanggal Terima
Tahun Pajak
Masa Pajak

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)
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Pada Gambar 3.10 merupakan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Masa Januari
untuk PPh Pasal 23 milik PT Wahyu Abadi. Dalam dokumen tersebut dapat
mengisi kolom Tanggal penerimaan dan Nomor Bukti Penerimaan untuk
melengkapi rekapan PPh Pasal 23. Pada kotak berwarna hijau merupakan data
untuk mengisi Tanggal Penerimaan yaitu tanggal “20/02/2020”, dan pada kotak
berwarna hitam merupakan data untuk mengisi Nomor Bukti Penerimaan yaitu
“0414520710520120516”. Gambar berikut merupakan hasil rekapan lanjutan

PPh Pasal 23 Masa Januari PT Wahyu Abadi.

Gambar 3.11

Hasil Rekapan Lanjutan PPh 23 Masa Januari 2020 PT Wahyu Abadi

30.000 §411124/100 07/02/2020 JO6CSF741GTKE4RD 20/02/202(§04145207105201205016

JUMLAH BAYAR P, TANGGAL BAYAR _NTPN TANGGAL TERIMA! NOMOR BUKTI TERIMA
3.000.000 §411124/102 07/02/2020 §14800741GTKFCRM| 20/02/202(404145207105201205016
411124/104 07/02/202C§5DE1000LISIFSEDS 04145207105201205016

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Gambar 3.11 merupakan hasil rekapan lanjutan dari hasil rekapan sebagian
sebelumnya, maka dari itu Rekapan PPh Pasal 23 sudah selesai. Pengisian serupa
dilakukan untuk masa-masa pajak lain dan tahun pajak 2018, dan 2019. Secara
keseluruhan merekap SPT PPh Pasal 23 untuk periode tahun pajak 2018, 2019,

dan 2020 sampai masa Juni.

2. Meng-input Bukti Potong PPh Pasal 23 Kedalam E-Bupot

Penginputan Bukti Potong PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi ke dalam E-Bupot
untuk masa Juli dan Agustus 2020. Langkah-langkah untuk meng-input bukti

potong PPh Pasal 23 sebagai berikut:
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1 Membuka Website www.ebupotpajak.go.id dan login dengan NPWP dan

password perusahaan.

Setelah masuk kedalam halaman utama, klik “Bukti Pemotongan” >> “Pasal 23”
>> “Input Bukti Potong 23”, dan akan muncul tampilan form untuk mengisi

bukti potong PPh Pasal 23.

Untuk melakukan proses input bukti potong PPh Pasal 23 kedalam E-Bupot,
terlebih dahulu memperoleh file berupa softcopy data rekapan general ledger
yang telah dibuat oleh perusahaan, dan daftar keterangan vendor perusahaan .
Gambar berikut merupakan hasil rekapan general ledger dan daftar keterangan

vendor perusahaan yang diberikan oleh pembimbing lapangan.
Gambar 3.12

Rekapan General Ledger Masa Juli dan Agustus 2020
PT. WAHYU ABADI

General Ledger Detail
From 01 Juld 2020 to 31 Agu 2020
Ftered Dy ‘Account Neme

JRure e, Vendor tarif DPP PPh yang Nama Akun

CPI/KBP1-MBAL/20070610-15 JETOS INDONUSA, PT 2%{ 3.100.000 62,000,00|Hutang Pajak PPh 23

JASUTRA CIKARANG MOTOR, CV | %] 1.140.000 | "S00,00|Hutang Pajak PPh 23

14 Juld 2020 |Purchase Payment |BPI/MBAL/20071412.01 KARYA MITRA TENAGA MANDAL, PT % 6.500.000 174.925,00|Hutang Pajak PPh 23
14 Jul 2020 [Purchase Payment [BPYMBA1/20071412-04 KARYA MITRA TENAGA HANDAL, PT 2% 200.000 517.555.00|Hutang Pajak PPh 23
14 Jul 2020 |Purchase Payment |BPIYMBAL/20071412-05 KARYA MITRA TENAGA HANDAL, PT 2% 200,000 49,288.00(Hutang Pajak PPh 23
14 Jul 2020 |Purchase Payment |BPI/MBAL/20071412-02 KARYA MITRA TENAGA MANDAL, PT 2% 636800 60.666,00|Hutang Pajak PPh 23
14 Jul 2020 |Purchase Payment |BPYYMBA1,/20071406.03 MAXINDO NETWORK, PT 2%| 200.000 130.000,00|Hutang Pajak PPh 23
14 Jul 2020 |Purchase Payment |BPI/MBAL/20071403-05-05 FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL, PT | 2%  200.000 4,000,00|Hutang Pajak PPh 23

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Gambar 3.13

Daftar Keterangan Vendor Perusahaan PT Wahyu Abadi

AL L) URA, P

CAHAYA BARU MULIA, PT

N W N e

ETOS INDONUSA, #T

FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL, PT

AL (" . LU .

pdung South Quarter LT 12 Tower C Jalan Raden Ajeng Kartind kav
JLSUKAMULIA RAYA | NO.2 HARAPAN MULIA KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
IL MARGONDA RAYA NO. 393 RT 001 RW 008 DEPOK

), Bangka No.1 Tanjung Privk Jakarts Utara 14310

TRIAYA WICAXSANA SENTOSA, PT  1LIP Indhustrial Park Plot 80 Clkarang selatan

-——lld

IL Daan Mogot 121 A RT 006/005 DURI KEPA, JAXARTA BARAT

qur J U o 3 O

W v

AR I U ARF

o

24.104.40
24104.56
28-104-54
26-104-56
28-104-29
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http://www.ebupotpajak.go.id/

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Gambar 3.12 dan 3.13 merupakan sebagian rekapan general ledger dan daftar

keterangan vendor perusahaan PT Wahyu Abadi.

4. Dalam proses meng-input bukti potong terdapat 4 tahapan. Tahap yang pertama
adalah kolom indentitas wajib pajak yang dipotong. Tahap kedua adalah
dokumen dasar pemotongan. Tahap ketiga adalah pajak penghasilan yang
dipotong, dan tahap yang terakhir adalah identitas pemotong pajak. Sebagai
contoh, ingin menginput bukti potong PT Etos Indonusa masa Juli yang
informasi data-datanya terdapat dalam Gambar 3.12 dan Gambar 3.13. Dalam
penginputan pada tahapan pertama yaitu identitas wajib pajak, maka data yang
digunakan adalah yang terdapat pada kotak berwarna merah yaitu NPWP,
Alamat wajib pajak, dan tahun pajak dan masa pajak yang diinginkan. Gambar

berikut adalah Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Pertama.

Gambar 3.14

Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Pertama kedalam E-

Bupot

Perekaman Bukti Potong Baru

Identitas Wajib Pajak Yang Dipotong
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Kemudian pada tahap kedua adalah meng-input dokumen dokumen dasar
pemotongan. Dalam tahap kedua ini membutuhkan data nomor dokumen dan
tanggal pemotongan. Sebagai contoh untuk mengisi tahap kedua ini data yang
dibutuhkan adalah data yang berada dalam kolom yang berwarna ungu pada
Gambar 3.12 yaitu tanggal “06/07/2020” dan untuk nomor dokumen adalah
“CPI/KBP1-MBA1/20070610-15". Berikut adalah Gambar Hasil Penginputan

Bukti Potong PPh 23 Tahap Kedua kedalam E-Bupot.
Gambar 3.15

Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Kedua Kedalam E-Bupot

Dasar Pemotongan

Nama Dokumen Buktl Pembayaran v
No. Dokumen CPIIKBP1-MBA1/20070610-15
Tanggal & 06-07-2020

Batal

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Dari Gambar 3.15 nama dokumen yang dipilih adalah “Bukti Pembayaran” dan
setelah meng-input nomor dokumen dan tanggal, klik “simpan”. Tahap ketiga

untuk mengisi pajak penghasilan yang dipotong, membutuhkan data mengenai
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Kode Objek Pajak, Jumlah Penghasilan Bruto (DPP), Tarif, dan Jumlah PPh
yang dipotong. sebagai contoh untuk mengisi bagian ketiga ini menggunakan
data yang terdapat pada Gambar 3.12 dan 3.13 yang berada dalam kotak
berwarna hijau yaitu untuk kode objek pajak “24-104-26”, jumlah penghasilan
bruto “Rp.3.100.000” dan PPh yang dipotong “Rp.62.000”. Gambar berikut
merupakan Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Ketiga kedalam E-

Bupot.
Gambar 3.16

Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Ketiga Kedalam E-Bupot

Pajak Penghasilan Yang Dipotong

Kode Objek Pajak 24-104-35 | Jasa pembasmian hama X v
Jumiah Penghasilan Bruto 3.100.000
(Rp)
Tarif (%) 2 & hitung
PPh Yang Dipotong/DTP (Rp) 62.000

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Dan pada tahap yang terakhir, adalah tahapan untuk mengisi identitas pemotong
pajak. pada tahapan ini identitas pemotong pajak secara otomatis terisi dengan

nama dan NPWP PT Wahyu Abadi, maka dalam tahapan ini hanya memilih
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nama dan status seseorang yang akan menandatangani. Berikut merupakan
gambar Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Keempat kedalam E-

Bupot.
Gambar 3.17

Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Keempat kedalam E-

Bupot

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Dalam Gambar 3.16 ini kolom bertindak sebagai diisi dengan “Kuasa” dan pada
kolom nama secara otomatis akan terisi nama seorang kuasa tersebut, dan juga
memberikan tanda v « untuk menyetujui dan mengakui bahwa semua informasi
telah di-input dengan benar, lengkap, dan jelas. Kemudian klik “Simpan”.

Sehingga secara otomatis data-data yang telah diiput akan tampil dalam daftar
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bukti pemotongan PPh 23 dalam E-Bupot. Gambar berikut merupakan Hasil

Akhir Penginputan Bukti Potong PPh 23 kedalam E-Bupot.
Gambar 3.18

Hasil Akhir Penginputan Bukti Pemotongan PPh 23 kedalam E-Bupot

m Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

Fencanan Berdasarkan Kata Kunci Buat Banu @
Jumiah Jumiah
Kode Objek Nomor Penghasilan Bruto PPh Terutang
Pericde Pajak Bukti Pemotongan ldentitas Nama (Rp) {Rp)

24-104-35 3300000162 ] ETOS 3,100,000 62.000
NDOM

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan)

Penginputan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan untuk Masa Juli dan
Agustus 2020, dan jumlah bukti potong yang diinput kedalam E-Bupot sebanyak
107 bukti potong. Penginputan serupa juga dilakukan untuk bukti potong PPh

pasal 23 lainnya.

3. Melakukan Rekap SPT Masa PPh Pasal 21

Rekapan PPh Pasal 21 PT Wahyu Abadi dilakukan untuk tahun pajak 2020 untuk
perusahaan induk dan perusahaan cabang. Dalam merekap PPh Pasal 21, terlebih
dahulu memperoleh file berupa softcopy format rekapan PPh 21 dari pembimbing
lapangan dan SPT PPh Pasal 21 beserta dengan bukti pembayaran dan Bukti
Penerimaan Elektronik (BPE). Gambar berikut merupakan contoh format rekapan

PPh Pasal 21 PT Wahyu Abadi.
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Gambar 3.19

Format Rekapan PPh Pasal 21 PT Wahyu Abadi

OBIEKPAIAK

OBJEK PAIAK FINAL

PEGAWAITETAP |PEGAWAI TIDAK TETA| KOMISARIS

BUKAN PEGAWAI

PESANGON

TOTAL

BRUTO

PPH | BRUTO | PPH |BRUTO(PPH

BRUTO

PPH

BRUTO | PPH

BRUTO

PPH

JUMLAK BAYAR

KODE PAIAK

TANGGAL BAYAR

NONTPN

TANGGAL LAPOR

NOMOR BUKTITERIMA

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Pada Gambar 3.17 terdapat kolom Masa, DPP dan PPh 21 untuk Objek pajak

pegawai tetap, pegawai tidak tetap, komisaris, bukan pegawai, DPP dan PPh

yang dipotong untuk Objek pajak final yaitu pesangon, Total seluruh DPP dan

PPh 21, Jumlah yang dibayarkan, kode pajak, tanggal pembayaran/setor, no.

NTPN, tanggal lapor, dan nomor bukti penerimaan. Dalam mengisi kolom-

kolom format rekapan PPh 21 tersebut, data yang digunakan berdasarkan

informasi yang terdapat dalam SPT PPh Pasal 21 PT Wahyu Abadi. Berikut ini

adalah contoh SPT PPh Pasal 21 Masa Maret 2020 PT Wahyu Abadi.
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Gambar 3.20

SPT PPh Pasal 21 Masa Maret 2020 PT Wahyu Abadi (Perusahaan

Induk)

— =
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA WOoo
PAJAK PENGHASILAN FORMULIR 1721
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
Formulir ini digunakan untuk metapork Sr6d bardode
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Pemotongan Pajak P:m?;lsm Pasal 21 dan/atau
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
[ lir ini
MASAPAIAK | 0 9! gisi formulir | JUMLAH LEMBAR SPT
bom- o) " " I_WM pevacTULANNE- | DEIGMATAS e e
A IDENTITAS PEMOTONG
1. NPWP o it —
2 NAMA PT WAHYU ABADI
3. ALANAT 410 JL. Puio Ayang Raya lll S 15
4. NO. TELEPON - v (1214610072 5 EMAIL vr ptwahyuabadi pajak@wahyuabadi.co.id
B.OBJEK PAJAK
¥OOE O JUMLAH PENGHASEAN FUMLAH PAJAK
o PR FENCHASLAN o | et BRUTO (Ro) DEPOTONG (Rp)
m @ @ w
1 PEGAWAI TETAP 21-100-01 20 B76.063.310 159.698.132
2 | PENERIMA PENSIUN BERKALA 21-100-02 0 0 0
3 | PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS 21-100-03 38 89.190.438 0
4 | BUKAN PEGAWAI
da DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM) 2110004 0 0 0
4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI 21-100-05 a 0 0
dc. PENJAJA BARANG DAGANGAN 2140006 0 1] 0
40 TENAGAAHLI 2110007 0 0 0
de :%RW\'M&“‘LI.&MM%WM 21-100-08 0 n n
ar :w:ﬂw& v«:’,n‘.mAuAmanmn‘mnv 2110009 9 711.763.388 25 830388
B e e pay ) I Yoy T 2110010 2 95.529.410 14.320410
B m‘wmmmwwms TaNTER Ons AL 21.100-11 0 - -
7. | PEGAWA) YANG MELAKUIKAN PENARIKAN DANA PENSILY 21.100-12 0 0 0
8 | PESERTAKEGIATAN 21-100-13 0 0 0
9 mumvmummm:?ﬁﬁ 21-100-29 0 0 0
LANNTA
10 | SERAGAI WSS PR LUAR A (55 27-100-99 0 _4_2 0
_——
11 | JUMLAH PEMAMUAHAN ANGKA 1 50 ) 69 1772538 546 190.864.930
-
omoo
: 8 317.114. . 007
NPWP PEMOTONG: 01.317.114.5 00’ . 000 FORMULIR 1721
C.OBJEK PAJAK FINAL
| OOE CBUER DAL JUMLAH PENGHASLAN JUMLAH PAJAK
NO PENERIMA PENGHASILAN e prul | BRUTO (Ro) DIPOTONG [Rp)
m | ) @ “ | 1 )
. | UANG GON YANG SEKALGUS | 2140101 0 1] o
Z T Tk A P T NS VANG DR AN S 2140102 0 [} 0
| PEIABAT MEGARA, PECARA) NE GERS 59U ANGGOTA TRAPOUIS DAN
3. | rENsaaN YANG. AN MALAN LAIN YANG 2140201 o o o
DHEEDANCAN KE FRDA KELW MGAN RECAATAE MM
4. | COMIMAMA SENGHASEAN YANG DNPOTONG PP% PASAL 29 FIAL LANNYA 21490.99 ] o o
5. | JUMLAH BAGIAN C FEMUMLAHAN ANGKA 150 5) ] o o

(Sumber: Dokumen Perusahaan)
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MASA

Gambar 3.18 merupakan contoh SPT PPh Pasal 21 masa Maret PT Wahyu
Abadi untuk perusahaan induk. Sebagai contoh, untuk mengisi kolom Masa
“Maret”, mengisi kolom DPP dan PPh yang dipotong dapat dilihat dari Gambar
3.18 yang berada dalam kotak berwarna merah yaitu sebesar DPP
“Rp.876.053.310” dan PPh Pegawai tetap “Rp159.696.132”. Sedangkan kolom
Objek Pajak final pada Gambar 3.18 tidak ada nilainya, maka dalam format
rekapan dikosongkan saja. Dan pada kolom total dihitung dengan
menjumlahkan DPP dan PPh 21 pegawai tetap, pegawai tidak tetap, komisaris,
dan bukan pegawai. Hasil tersebut harus sama jumlahnya dengan total yang
terdapat pada SPT PPh 21 Perusahaan. Contoh dalam Gambar 3.18 jumlah DPP
dan PPh 21 untuk masa Maret 2020 adalah Rp.1.772.536.546 dan Rp.

199.864.930.

Gambar 3.21

Hasil Rekapan Sebagian PPh Pasal 21 Masa Maret 2020 PT Wahyu Abadi

(Perusahaan Induk)

OBIEK PAJIAK OBIEK PAJAK FINAL

TOTAL
PEGAWAI TETAP PEGAWAI TIDAK TETAP KOMISARIS BUKAN PEGAWAI PESANGON

BRUTO PPH BRUTO PPH BRUTO PPH BRUTO PPH BRUTO PPH BRUTO

PPH

MARET

876.053.310 | 139.696.132 | 89.150.433 - 215,394,297 | 51.430.297 | 711.763.338 | 25.839.388 - - 1.772.536.546 | 199.864.330

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Gambar 3.19 merupakan hasil rekapan sebagian PPh Pasal 21. Kemudian untuk
mengisi kolom jumlah bayar, kode pajak, tanggal bayar, NTPN, tanggal lapor,

dan nomor bukti penerimaan, dapat dilihat dari bukti pembayaran dan
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bukti penerimaan elektronik PT Wahyu Abadi. Berikut adalah lembar bukti

pembayaran untuk PPh Pasal 21 Masa Maret 2020.

Gambar 3.22

Lembar Bukti Pembayaran Ke-1 PPh Pasal 21 Masa Maret 2020

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Pada Gambar 3.20 merupakan lembar bukti pembayaran, pembayaran pajak
dibedakan berdasarkan kode pajaknya/ jenis setoran pajaknya, maka dalam
melakukan pembayaran dapat dilakukan dalam waktu yang berbeda. Contoh
untuk membayar pajak PPh Pasal 21 Masa Maret ini, PT Wahyu Abadi
melakukan tiga kali pembayaran, dan terdapat pembayaran pada hari yang
berbeda. Berikut Contoh Lembar Bukti Pembayaran Ke-2 PPh Pasal 21 Masa

2020 PT Wahyu Abadi (Perusahaan Induk).
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Gambar 3.23

Lembar Bukti Pembayaran Ke-2 PPh Pasal 21 Masa Maret 2020

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Gambar 3.21 ini merupakan contoh lembar bukti pembayaran ke-2 untuk
pembayaran PPh Pasal 21 Masa Maret 2020. Dengan tanggal pembayaran yang
berbeda, jumlah yang berbeda, dan no. NTPN yang berbeda. Setelah mengisi
kolom tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, NTPN dan kode pajak,
selanjutnya mengisi kolom tanggal lapor dan nomor bukti penerimaan. Untuk
mengisi kolom tersebut dapat dilihat dari Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
Berikut merupakan bukti penerimaan elektronik masa Maret 2020 PT Wahyu

Abadi (perusahaan induk).
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Gambar 3.24

Bukti Penerimaan Elektronik Masa Maret 2020

Penyampaian SPT Elektronik
€ Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda

Nama : WAHYU ABADI
NPWP : Ve
Tahun Pajak : 2020
Masa Pajak : 03/03
Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 2126
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal : 199
Tanggal Penvampaian|: 20/04.2020
Nomor Tanda Terima Elektronik | 84145406463201020432 I
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Setelah mengisi nomor bukti penerimaan rekapan untuk PPh Pasal
21 telah selesai. Dan berikut merupakan hasil rekapan lanjutan PPh 21 masa

Maret 2020 dan hasil rekapan keseluruhan PPh Pasal 21 Masa Januari-Juni 2020.
Gambar 3.25

Hasil Rekapan Lanjutan PPh Pasal 21 Masa Maret 2020

JUMLAH BAYAR| KODE PAJAK| TANGGAL BAYAR
172,931,042
25.839.388] 411121/100

1,034.500]

FF7004EPTFVEHLOA
37A492LU7QQDR2KB
TE6CA2LUTRSIEIVL

(Sumber: Dokumen Perusahaan)
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Gambar 3.26

Hasil Rekapan PPh Pasal 21 Masa Januari-Juni 2020

PUSAT
OBJEK PAJAK OBJEK PAJAK FINAL TOTAL

MASA PEGAWAITETAP PEGAWAI TIDAK TETAP) KOMISARIS BUKAN PEGAWAI PESANGON
BRUTO PPH BRUTO [ PPH | BRUTO PPH BRUTO PPH BRUTO PPH BRUTO PPH | JUMLAH BAYAR| KODE PAJAK| TANGGAL BAYAR NONTPN | TANGGALLAPOR| NOMOR BUKTI TERIMA
AN 797.036.126 | 120.137.786 | 36.780.934 85.820.340 | 4.201.067 910.633.400 | 125.428.863 | 125.428.863 |414124/100 07/02/2020| ADFEATALGTKTRIFE 24/02/2020(21145208496201024301
16.000.000 16.000.000 411124/401 | Zi/'OZ/ZOZOr2114510519510£021301
FERRUARI 936.583.14 | 161.805.189 | 25.838.002 84.520.156 | 13.720.156 | B11.608.247 | 24.348.048 1.868.649.509 | 190.674.504 | 199.874.584 |414124/100 10,’05/2020IEB’:’OH\BKKGUB&OV 20/03r’ZOZDrQONSiOE-ll?ZOlOZOZI‘.
424485744 | 38672857 | 424485714 [ 3867287 A11124/401 | zoy'oza'zozofaoussomszomzozu
172,881,042 03/04/2020{ FF7004EPTFVBHLEY 20/0-112020E-IMWESZOIOZNSZ
MARET |  755.988.423 | 122.585.245 | 69.180.438 215.504.267  51.430.267 | 711.763.388 [ 25.538.388 1.772.536.545 | 199.864.930 [ 25,530,388 |411124/100 08/04/2020|37A432LU7QDR2KE 20/04/2020(B4145406453201000432
1.034.500 13/04/2020) TEGCA2UUTRELENVL 20/04/2020(B4145405463201000432
134.057.431 08/03/2020| 18B7A4EPAGO362F4 ZO,’OS,‘ZOZOESIASEOHOZZOXOZOZH
APRIL | B53.581.415 | 136.450.242 | 156.148.315 530.5465.433 | 17.686.363 1509.276.763 | 154.436.635 | 17,685,302 [400024/100 08/05/2020|76540T380AUA27 20/05/2020(85145506402201020231
2302812 20/05/2020{85145506402201020234
11.880.620 10/06/2020| CB7HEPDHIECSES 16/06/202070145605422201018521
"l 1.056.644.564 | 445,862,396 | 0.314.983 415.232.784  85.395.284  396.020.670 | 11.880.620 2860.243.011  543.238.300 | 526,730,801 |411124/100 10/05/2020| 362243 ETMLLEMSP 18/05/2020(70145606422201019524
4.623.878 18/06/2020]70145605422201018524
263,697,050 | 10.054.550 | 203.647.050 | 10.054.550 |  19.054.558 [411124/401 10105/2020|7495545PDH?E.OVI 12/05,/‘2020F’Oi&S&O&ZZZOLOlQSZl
N B27.183.765 | 117.426.07 [ 267.682.98¢ 108.266.566 | 27.066.666 | 537.840.484 [ 16.135.484 1.770.992.896 | 160.628.47 ( 142.576332 20 10/07/2020| FSE82LUGTIGUTKB 17/'07/2020FJJidSTOSl?3101017221
16.135.484 10/07/2020| BAB4AERGITIOB0R 17/07/2020{04145706483201087224
498.235.204 | 49.735.004 |  40R.235.204 | 49.735.204 |  40.735.204 |A14124/401 10#'07,/2020|CSi?EOTShT\‘BEPSS 11/'07;f2020K)-l115705193101017211

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Pengisian serupa juga dilakukan untuk masa-masa yang lainnya dan untuk

perusahaan cabang. Secara keseluruhan merekap SPT PPh Pasal 21 untuk

Perusahaan Induk dan Perusahaan Cabang PT Wahyu Abadi periode tahun pajak

2020. Hasil rekapan PPh Pasal 21 yang telah dibuat, disimpan dan selanjutnya

diserahkan kepada pembimbing lapangan untuk di-review.

4. Melakukan Rekap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

Rekapan PPh 4 ayat (2) PT Wahyu Abadi dilakukan untuk tahun pajak 2019 dan

2020. Dalam merekap PPh 4 ayat (2), terlebih dahulu memperoleh file berupa

softcopy format rekapan PPh 4 ayat (2), softcopy format rekapan bukti potong PPh

4 ayat (2) , Bukti potong PPh 4 ayat (2), SPT, Bukti Pembayaran, dan Bukti

Penerimaan Elektronik (BPE). Sebelum melakukan proses rekapan PPh Pasal 4 ayat

(2) dilakukan dahulu merekap bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2). Gambar berikut
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merupakan contoh format rekapan bukti potong PPh 4 ayat (2) yang diperoleh dari

pembimbing lapangan.

Gambar 3.27
Format Rekapan Bukti Potong PPh 4 ayat (2) PT Wahyu Abadi

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Gambar 3.24 merupakan format rekapan bukti potong PPh 4 ayat (2). Untuk
mengisi kolom-kolom tersebut membutuhkan dokumen bukti pemotongan PPh 4
ayat (2) wajib pajak yang dipotong. Berikut merupakan contoh gambar bukti

pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Januari 2020.

Gambar 3.28

Bukti Pemotongan PPh 4 ayat (2) Masa Januari 2020

(Sumber: Dokumen Perusahaan)
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Untuk mengisi kolom nama, NPWP, nomor bukti pemotongan, tanggal
pemotongan, nilai objek pajak, dan PPh yang dipotong dapat dilihat dari dokumen
Bukti Pemotongan PPh 4 ayat (2) seperti contoh Gambar 3.25. sebagai contoh,
untuk mengisi kolom nama dapat dilihat dari Gambar 3.25 yang berada dalam kotak
berwarna merah yaitu “Wisni Setyawati Wahyudi” , nomor bukti potong dapat
dilihat dalam kotak yang berwarna hijau yaitu “000001/PPH4(2)/WA/1/2018”,
tanggal pemotongan berada dalam kotak berwarna kuning yaitu tanggal
“07/01/2020”, nilai objek pajak dapat dilihat dalam kotak berwarna hitam yaitu
sebesar “Rp.10.401.111”, dan yang terakhir PPh yang dipotong dapat dilihat dari
data yang berada dalam kolom berwarna ungu sebesar “1.040.111”. Berikut

merupakan Hasil rekapan bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) untuk tahun 2020.

Gambar 3.29
Hasil Rekapan Bukti Potong PPh 4 ayat (2) 2020

WISNI SETYAWATI WAHYUOL [000002/PPHA2-WAMI/20% | 200020 1040111 1040111
WISNI SETYAWATI WAHYUDI [000003/PPHALZWAIN200 | 10003202 10408101 1080111
WISNI SETYAWATI WAHYUDI {000004/PPHA(2- WAMN/2020 |  0S/04/200] 1040111t L0801
WISNI SETYAWATI WAHYUDI [00000S/PPHAZ-WANV/2000 | 190520 1040011t 108111
WISNI SETYAWATI WAHYUOI [000006/PPHA2-WANY2020 |  03/08/2020] 1040011 L0411

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Setelah melakukan rekap buktipotong PPh 4 ayat (2), selanjutnya dilakukan

rekap untuk PPh 4 ayat 2. Sebelumnya pembimbing lapangan sudah meberikan
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softcopy format rekapan PPh 4 ayat (2). Berikut merupakan gambar format rekapan

PPh 4 ayat (2) yang diberikan oleh pembimbing lapangan.

Gambar 3.30

Format Rekapan PPh 4 ayat (2) PT Wahyu Abadi

MASA

PERSEWAAN TANAK / BANGUNAN

TOTAL

BRUTO PPH

BRUTO | PPH

JUMLAH Bayar

KODE PAIAK

TANGGAL BAYAR

NONTPN

TANGGAL LAPOR

NOMOR BUKTI PENERIMAAN

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Dalam format rekapan tersebut terdapat kolom DPP dan PPh dari persewaan

tanah/bangunan, jumlah DPP dan PPh keseluruhan, jumlah yang dibayarkan, kode

pajak, NTPN, tanggal lapor, dan nomor bukti penerimaan. Untuk mengisi kolom

Masa, DPP dan PPh persewaan tanah/bangunan, dan total dari DPP dan PPh

keseluruhan dilihat dari dokumen SPT PPh 4 ayat (2) milik perusahaan. Berikut

adalah contoh SPT PPh 4 ayat (2) Masa Januari 2020 PT Wahyu Abadi.
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Gambar 3.31

SPT PPh 4 ayat (2) Masa Januari 2020

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Pada Gambar 3.28 merupakan contoh SPT PPh 4 ayat (2) PT Wahyu Abadi.
Untuk mengisi kolom Masa dapat dilihat pada Gambar 3.28 yang berada dalam
kotak berwarna kuning yaitu masa “Januari”, untuk mengisi kolom DPP dan PPh
dapat dilihat dalam kolom berwarna merah yaitu sebesar “Rp10.401.111” untuk
DPP dan “Rp.1.040.111” untuk PPh yang dipotong, sedangkan untuk total
keseluruhan DPP dan PPh dapat dilihat dalam kolom berwarna biru yaitu sebesar

“Rp.10.401.111” untuk DPP dan “Rp.1.040.111” untuk PPh yang dipotong.
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PT Wahyu abadi hanya memiliki satu objek pajak yang dipotong PPh 4 ayat (2)
yaitu, persewaan tanah/bangunan. Selanjutnya untuk mengisi kolom Jumlah yang
dibayarkan, Kode Pajak, Tanggal Pembayaran dan NTPN maka dokumen yang
dibutuhkan adalah butki pembayaran. Dalam dokumen bukti pembayaran tersebut
dapat mengisi kolom-kolom yang dibutuhkan untuk merekap PPh 4 ayat (2).
Berikut merupakan contoh dokumen bukti pembayaran PPh 4 ayat (2) Masa Januari

2020.

Gambar 3.32

Bukti Pembayaran PPh 4 ayat (2) Masa Januari 2020

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Pada Gambar 3.29 merupakan bukti pembayaran PPh 4 ayat (2) Masa
Januari 2020. Untuk mengisi kolom jumlah yang dibayarkan, tanggal pembayaran,
kode pajak, dan NTPN dapat dilihat dari Gambar 3.29. Keterangan dalam kotak
berwarna ungu untuk mengisi tanggal pembayaran yaitu tanggal “07/02/2020”,

keterangan dalam kotak berwarna hijau untuk mengisi kolom jumlah yang
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dibayarkan yaitu sebesar “Rp.1.040.111”, keterangan dalam kotak berwarna putih
untuk mengisi kolom NTPN vyaitu “B3DAF67K131SO138”, dan keterangan

dalam kotak berwarna coklat untuk mengisi kolom kode pajak yaitu “411128/403”.

Selanjutnya untuk mengisi kolom tanggal lapor dan nomor bukti
penerimaan, dokumen yang dibutuhkan adalah Bukti Penerimaan Elektronik
(BPE). Berikut merupakan contoh gambar bukti penerimaan elektronik PT Wahyu

Abadi Masa Januari 2020.

Gambar 3.33
Bukti Penerimaan Elektronik PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Januari 2020

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Gambar 3.30 merupakan contoh bukti penerimaan elektronik untuk masa
Januari 2020. Dalam dokumen bukti penerimaan elektronik terdapat keterangan
mengenai tanggal lapor dan juga nomor bukti penerimaan. Sebagai contoh untuk

mengisi kolom tanggal laporan dan nomor bukti penerimaan dapat melihat
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Gambar 3.30. keterangan yang terdapat dalam kotak berwarna biru tua untuk
mengisi kolom tanggal lapor yaitu tanggal “02/07/2020”, dan pada keterangan
yang berwarna dalam kotak berwarna pink digunakan untuk mengisi kolom
nomor bukti penerimaan yaitu “32145706455201002221”. Setelah semua kolom
format rekapan PPh 4 ayat (2) sudah terisi semua maka rekapan untuk PPh 4 ayat
(2) telah selesai. Berikut merupakan hasil rekapan PPh 4 ayat 2 PT Wahyu Abadi

periode 2020.

Gambar 3.34
Hasil Rekapan PPh 4 ayat (2) PT Wahyu Abadi Periode 2020

REKAP SOT PR PASAL 4 AVAT2
TAHUN 2080

PERSEWAAN TANAH BANGUNAY TOTAL l ‘
weA | mm | |29 |AOMCAH BIAYA |SELSHPPH 4 ATAT JALODEQUACITANGGALBAYARI  NONTIN  ITANGGA) |A5OR INOVR BUTI LAPOR
wn| | 4t | L0011 o oA Ta1S01 RSBS00
FEB‘:J-\F! 10401111 . 100,111 1 10300 e R R - 111280403 S0 20201 E81 20586 K3G TINAL 2037 20[53 145 V6436201002811
waRer | A L0311 | 10400 | 0S| LWL L8043 ﬁ."wmm’i:nsosmssms 2004 200 2SO0
oRL | i | LA | 100810 | 1086  LOWLY DA | ARKEPS | SRR
Ve ALt | LOAIE | S48t | 1001 | LML -LIDNOS | eSO 3;'&;3120}%1%&31%:
AN 10400111 1040111 | 10400111 | 1oa0 111 L - M11128/403 /072020 BFETB3ICONLEVET) 17/07/2020| )45 064 701011431

(Sumber: Dokumen Perusahaaan)

5. Menjurnal dan Memberikan Kode Akun dalam Nota Bukti Pengeluaran

Kas

Melakukan kegiatan menjurnal dan memberikan kode akun diperlukan

untuk mengetahui jenis suatu transaksi. Tugas yang diberikan oleh pembimbing
lapangan adalah menjurnal dan memberikan kode dalam nota bukti pengeluaran
kas khusus untuk kode akun “15.1” dengan nama jurnal adalah “biaya bensin

sales/marketing”. Tugas ini dilakukan setiap hari dengan jumlah yang tidak
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menentu, sesuai dengan transaksi yang terjadi pada hari tersebut. berikut
merupakan langkah-langkah untuk menjurnal dan memberikan kode akun dalam

nota pengeluaran kas.

1. Menerima voucher pengeluaran beserta dengan bukti pembelian dari purchasing

department.

2. Melakukan pengecekan dan perhitungan kembali pada bukti pembelian, agar
tidak terjadi salah hitung antara yang terdapat di bukti pembelian dan voucher

pengeluaran. Berikut merupakan bukti pembelian.

Gambar 3.35

Bukti Pembelian

(Sumber: Dokumen Perusahaan)
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Pada Gambar 3.32 merupakan contoh bukti pembelian/ pengeluaran kas
yang dilakukan PT Wahyu Abadi, dalam kotak berwarna merah merupakan
bukti-bukti transaksi yang dilakukan, yaitu pengeluaran untuk pembelian BBM
adalah Rp.120.000, pengeluaran untuk pembayaran tol adalah Rp.29.000,
pengeluaran untuk bongkar muat adalah Rp.20.000, pengeluaran untuk tip
security adalah Rp.5.000, dan pengeluaran untuk uang makan driver adalah
Rp.24.000 sehingga jika dijumlahkan totalnya adalah Rp.198.000. total nilai
tersebut harus sama dengan yang terdapat pada voucher pengeluaran kas.
Apabila terjadi ketidaksesuaian antara yang terdapat dalam bukti pembelian
dan voucher pengeluaran kas, maka tidak dapat diberikan jurnal dan pemberian
kode akun. Dokumen tersebut dikembalikan kembali pada purchasing

department untuk dilakukan pengecekan kembali.

3. Jika sudah tidak ada kesalahan, maka selanjutnya akan dijurnal dan diberikan
kode akun pada lembar voucher pengeluaran kas tersebut. Berikut merupakan

contoh voucher pengeluaran kas.
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Gambar 3.36

Voucher Pengeluaran Kas

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Pada Gambar 3.33 merupakan contoh voucher pengeluaran kas, pada
voucher pengeluaran kas tersebut sudah terisi keterangan bentuk pembayaran
digunakan untuk apa saja, dan juga rincian masing-masing pembayaran. Total
yang terdapat dalam Gambar 3.33 adalah Rp.198.000, yang jumlahnya sama
dengan bukti-bukti pembelian yang sudah dilakukan pengecekan tadi. Setelah
melihat jumlah total pengeluarannya sesuai, maka selanjutnya diberikan jurnal
dan kode akun seperti yang tertera pada kotak merah di atas, yaitu “Biaya Sales
& Marketing” dan kode akun adalah “15.1” kode terssebut merupakan kode
yang diberikan perusahaan untuk jenis transaksi biaya sales and marketing, dan

setelah itu juga diberikan paraf dibawahnya.

4. Kemudian setelah menjurnal dan melakukan pemberian kode akun, dokumen
tersebut diberikan kepada pembimbing lapangan, yang nantinya akan

diserahkan kepada atasan untuk ditandatangani.
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6. Merekap Pertanggungjawaban Uang Muka Vendor PT S

Merekap pertanggungjawaban uang muka PT S dilakukan untuk beberapa
nomor purchase order yang berbeda. Dalam tugas ini merekap sebanyak tujuh
pertanggungjawaban uang muka dengan nomor purchase order yang berbeda.
Dalam satu purchase order terdapat beberapa jenis uang muka, dan dalam satu
jenis uang muka terdapat beberapa invoice yang berbeda. Langkah-langkah

yang dilakukan untuk merekap pertanggungjawaban uang muka adalah:

1 Menerima dokumen kuitansi-kuitansi atau invoice berupa pertanggungjawaban
bon sementara atas uang muka, dan softcopy format rekapan. Berikut
merupakan contoh format rekapan untuk merekap pertanggungjawaban uang

muka.
Gambar 3.37

Format Rekapan Pertanggungjawaban Uang Muka (contoh: untuk nomor

PO S/20/00730)

PERTANGGUNGIAWABAN UANG MUKA

5/20/00730

NOMOR JENIS UANG MUKA NOMINAL [NO INVOICE| JUMLAH PIUM TANGGAL | KETERANGAN
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(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Dalam Gambar 3.34 merupakan contoh format rekapan untuk nomor

purchase order “S/20/00730.

2. Untuk mengisi kolom-kolom yang terdapat dalam Gambar 3.34 maka
diperlukan dokumen kuitansi-kuitansi pertanggungjawaban bon sementara atas
uang muka. Berikut merupakan contoh pertanggungjawaban bon sementara

atas uang muka.

Gambar 3.38

Pertanggungjawaban Bon Sementara atas Uang Muka

PERTANGGUNG JAWABAN BON SEMENTARA

l_f—‘z: Noviens

Iwwwwmumm

| l Ui ww .’ ‘n'z‘

oA | e

Mincian pengetus an €an ampiran bkt duktiaya

Ry 7 500,201 00
" ¥5.968 12000
e 95,962 12100

01000220 106277

(Sumber: Dokumen Perusahaan)
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Pada Gambar 3.38 merupakan contoh lembar pertanggungjawaban
bon sementara atas uang muka dengan nomor purchase order adalah
“S/20/00730”. Untuk mengisi kolom nomor jenis uang muka dapat dilihat
dalam Gambar 3.38 yang terdapat dalam kotak berwarna biru, yaitu
“061/UM-IDR/V/2020”. Untuk kolom nominal data yang diambil adalah
sebesar “Rp.470.243.804” atau dapat dilihat dari data yang terdapat dalam
kotak berwarna hijau. Sedangkan untuk mengisi kolom nomor invoice data
yang diambil adalah yang terdapat dalam kotak berwarna hitam yang
berisikan data “010.002-20.10523480”, “010.002-20.10523478”, dan
“010.002-20.10523477. Pada kolom jumlah pertanggungjawaban uang
muka (PJUM) diambil dari data yang terdapat dalam kotak berwarna ungu
yang berisikan data “Rp.277.583.201”, “Rp.95.968.123”, dan “Rp.

95.968.123”.

3. Selanjutnya untuk mengisi kolom tanggal dan juga keterangan diambil dari
dokumen yang sama. Berikut merupakan Gambar untuk tanggal dan
keterangan lembar pertanggungjawaban bon sementara atas uang muka

(nomor PO S/20/00730)
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Gambar 3.39

Tanggal Pada Lembar Pertanggungjawaban Bon Sementara (nomor PO

S/20/00730)
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(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Dalam Gambar 3.39 untuk mengisi kolom tanggal dapat dilihat dari kotak
berwarna kuning yang berisikan tanggal ‘“26-Juni-2020”. Dalampurchase
order “S/20/00730” terdapat beberapa jenis uang muka, dan untuk
merekap pertanggungjawaban uang muka menggunakan langkah yang

serupa, begitu pula untuk nomor purchase order lainnya.

4. Setelah itu dilakukan penjumlahan untuk kolom nominal dan kolom jumlah

PJUM, untuk melihat perbandingan jumlah antara pencadangan uang
muka yang dianggarkan dan uang muka yang sudah
dipertanggungjawabkan atau biaya aktual atau sebenarnya yang telah
dikeluarkan. Dari hasil perbandingan jumlah tersebut dapat dilihat apakah
perusahaan masih terdapat kekurangan, kelebihan atau sudah sesuai

terhadap pencadangan uang muka tersebut. Berikut merupakan Gambar
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jumlah  PJUM  “061/UM-IDR/V/2020” untuk purchase order

“S/20/00730”.

Gambar 3.40

Jumlah PJUM “061/UM-IDR/V/2020” (No.PO S/20/00730)

Jumiah yang dikeluarkan > Rp.
Jumiah kekusangan, kelebihan 4 — »

(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Dalam Gambar 3.40 merupakan jumlah PJUM untuk jenis uang muka
“061/UM-IDR/V/2020” dengan nomor PO “S/20/00730” sebesar Rp.
469.519.447, dan pada kasus ini nilai nominal pencadangan uang muka
jumlahnya lebih besar daripada yang dipertanggungjawabkan atau yang
aktual, sehingga terdapat kelebihan pencadangan uang muka sesebesar
Rp.724.357. Dan berikut merupakan gambar hasil rekapan

pertanggungjawaban uang muka keseluruhan untuk No.PO“S/20/00730”.
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Gambar 3.41

Hasil Rekapan Pertanggungjawaaban Uang Muka (No. PO S/20/00730)

PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA

LEBIH BAYAR (BELUM FULL)

SUmaTam
s/20/00730
NOMOR PURCHASE ORDER NOMINAL NO INVOICE JUMLAH PJUM
61/UM-IDR/V/2020 470.243.804 |010.002-20.10523480 | 277.583.201 | 26/06/2020
010.002-20.10523478 95.968.123 | 26/06/2020
010.002-20.10523477 95.968.123 | 26/06/2020
470.243.804 469.519.447 724.357
063/UM-1DR/V/2020 SRR 010.002-20.10530734 41.185.295 | 01/07/2020
010.002-20.10534300 12.022.561 | 06/07/2020
52.958.707 53.207.856 - 249.149
064/UM-IDR/V/2020 183.395.872 |010.002-20.10530733 83.318.177 | 01/07/2020
010.002-20.10527005 76.854.709 | 01/07/2020
010.002-20.10527006 23.056.412 | 01/07/2020
010.002-20.10528880 5.443.875 | 09/07/2020
183.295.872 188.673.172 - 5.277.301
4.802.093

3.3.2 Kendala yang Ditemukan

KURANG BAYAR

KURANG BAYAR
(KURANG BAYAR)

Terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kerja

magang Yyaitu:

1. Saat melakukan rekap PPh Pasal 23 dan bukti potong PPh Pasal 23 dari

website E-Bupot adalah server sering mengalami error/down.

2. Dalam meng-input bukti potong PPh Pasal 23 ke dalam website E-Bupot

kendala yang dihadapi

adalah ketidaklengkapan data mengenai

keterangan vendor/customer, seperti tidak ada NPWP, alamat tidak ada.

3. Dalam merekap PPh 21 kendala yang dihadapi adalah terdapat dokumen

dalam bentuk fotokopi yang tulisannya kurang jelas sehingga angka

dalam dokumen tersebut sulit untuk diketahui.
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3.3.3 Solusi untuk Kendala yang Ditemukan
Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul yaitu:

1. Menunggu beberapa saat, dan mencoba melakukan re-login. Jika masih
terjadi server yang error dalam waktu yang lumayan lama, maka
mengerjakan tugas yang lain dahulu agar waktu tidak terbuang begitu

saja.

2. Menanyakan langsung kepada pembimbing lapangan atas data-datayang
masih belum lengkap, dan meminta kembali daftar keterangan

vendor/customer yang benar-benar sudah ter-update.

3. Untuk dokumen yang kurang jelas tulisannya, maka dilakukan
pengecekan langsung terhadap dokumen asli yang dapat diminta melalui

pembimbing lapangan.
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